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ABSTRAK 
 

KINERJA APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN DALAM 
PELAYANAN PUBLIK 

(Studi Evaluasi Kinerja Pelayanan e-KTP di Kecamatan Pangkalan Lada  
Kabupaten Kotawaringin Barat) 

 
Robby Setiawan 

 

Universitas Terbuka 
 

 
 
Kata Kunci : Kinerja, Pelayanan Publik, e-KTP. 

 

Penerapan KTP Elektronik atau e-KTP sesungguhnya sejak awal 
mengalami banyak kendala, disamping karena merupakan inovasi baru 
Pemerintah Pusat dan sifatnya top down, sehingga tidak serta merta dapat 
diimplementasikan dengan cepat, tepat dan akurat. Terlebih kondisi geografis 
setiap Kabupaten/Kota cukup mempengaruhi efektifitas dan efiensi 
penyelenggaraan penerapan KTP Elektronik ini. Permasalahan-permasalahan 
tersebut di atas yang mendasari untuk mengetahui lebih dalam kinerja aparatur di 
tingkat Kecamatan dalam memberikan pelayanan terhadap publik khususnya pada 
pelayanan e-KTP di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat. 
Hasil penelitian ini secara umum kinerja aparatur dalam pelaksanaan pelayanan e-
KTP di Kecamatan Pangkalan Lada dapat dikatakan Baik. Pelaksanaan telah 
mengikuti dasar hukum serta petunjuk pelaksanaan program e-KTP dari 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini terlihat juga dari angka 
pencapaian target penyelesaian e-KTP sampai dengan akhir tahun 2012 hampir 
terpenuhi seratus persen jika tidak terjadi kerusakan pada perangkat peralatan 
perekaman e-KTP di Kecamatan Pangkalan Lada. Selain itu berdasarkan 
penuturan masyarakat yang pernah menerima pelayanan pengurusan e-KTP di 
Kecamatan Pangkalan Lada menyatakan pelayanan yang diterima sudah baik. 
Tingkat kedisplinan aparatur Kecamatan ini juga dapat dikatakan sudah baik,. 
Para petugas telah mampu menguasai penggunaan perangkat peralatan perekaman 
e-KTP dengan baik serta kemampuan berkomunikasi yang baik dengan 
masyarakat. Kondisi yang dikatakan Baik tersebut belum dapat dikatakan 
memberikan kepuasan kepada masyarakat, karena masih terdapat beberapa 
kelemahan dan kendala internal maupun eksternal.   
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ABSTRACT 
 

DISTRICT SERVANT PERFORMANCE IN PUBLIC SERVICE  
(Study of Performance Evaluation e-KTP service in  

District Pangkalan Lada West Kotawaringin Regency) 
 

Robby Setiawan 
 

Terbuka University 
 
 
 
 

Keywords: Performance, Public Service, the e-ID card. 
 
Application of Electronic KTP or e-KTP since the early experience many 

obstacles, as well as a new innovation the central government and its top down, 
so not necessarily be implemented quickly, precisely and accurately. Moreover, 
the geographical condition of each district / city have enough eficiense affect the 
effectiveness and implementation of the Electronic KTP application.The problems 
underlying the above to find out more in the performance of officials at the district 
level in providing services to the public especially the e-KTP service in the 
District Pangkalan Lada Kotawaringin Barat Regency. The results are generally 
the performance of officials in the implementation of e-KTP service in the District 
Pangkalan Lada can be said Good. Implementation has followed the legal basis 
and guide the implementation of e-KTP program of the central government and 
local government. This can be seen also from achieving the target completion rate 
of e-KTP until the end of 2012 nearly one hundred percent fulfilled if there is no 
damage to the e-KTP recording equipment in the District Pangkalan Lada. Also 
based on the narrative of the people who've received an e-KTP processing 
services in the District Pangkalan Lada express service has been well received. 
District level discipline apparatus can also be said is good,. The officers have 
been able to master the use of the e-KTP card recording equipment as well as the 
ability to communicate well with the public good. Both said the conditions can not 
be said to give satisfaction to the people, because there are still some weaknesses 
and internal and external constraints. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Kinerja  

Pengertian Kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang  

karyawan diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Miner 

dalam Khaerul Umam (2010:187) mengatakan bahwa kinerja sebagai perluasan 

perluasan bertemunya individu dan harapan tentang apa yang seharsnya dilakukan 

individu terkait dengan suatu peran dan kinerja tersebut merupakan evaluasi 

terhadap berbagai kebiasaan dalam organisasi, yang membutuhkan standardisasi 

yang jelas. 

Menurut Suhartini dalam Khaerul Umam (2010:188), sejauh mana 

kesuksesan karyawan dalam mencapai tujuan tersebut melalui tugas-tugas yang 

dilakukan disebut dengan Kinerja.  

Ratundo dan Sackett dalam Khaerul Umam (2010:188) mendefinisikan 

bahwa kinerja merupakan semua tindakan atau perilaku yang dikontrol oleh 

individu dan memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan-tujuan dari 

organisasi. Menurutnya ada tiga komponen besar dari kinerja, yaitu kinerja tugas 

(task performance), kinerja keanggotaan (citizenship performance), dan kinerja 

kontra produktif (counter productive performance). Kinerja tugas merupakan 

penyelesaian tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan meliputi perilaku 

yang menghasilkan barang, jasa dan pelayanan. Tugas-tugas tersebut adalah tugas 

yang diakui formal dan berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lain. 
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Kinerja keanggotaan, menjadikan seseorang terlibat dalam kehidupan organisasi 

politik dan mempromosikan citra organisasi yang positif dan menyenangkan. 

Kinerja keanggotaan memberikan subangan bagi tercapainya tujuan-tujuan 

organisasi dalam bentuk mengusahakan lingkungan sosial dan lingkungan 

psikologis yang menyenangkan. Kinerja kontra produktif mengacu pada perilaku 

sukarela yang merugikan kesejahteraan organisasi serta merugikan keanggotaan 

seseoarng dalam organisasi tersebut. 

Menurut Mangkunegara (2000:67) mengemukakan pengertian kinerja 

sebagai berikut : 

”Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 
seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 
jawab yang diberikannya.” 
 
Sedangkan menurut Khaerul Umam (2010:188) Kinerja adalah hasil kerja 

yang dicapai oleh individu sesuai dengan peran atau tugasnya dalam periode 

tertentu, yang dihubungkan dengan ukuran nilai atau standar tertentu dari 

organisasi tempat individu tersebut bekerja.  

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas mengungkapkan bahwa 

dengan hasil kerja yang dicapai oleh seorang individu melakukan suatu pekerjaan 

dapat dievaluasi tingkat capaian kerjanya, maka  kerja individu tersebut harus 

dapat ditentukan dengan pencapaian target selama periode waktu yang dicapai 

organisasi. 

 

a. Penilaian Kinerja  

Menurut Nugraha (2011:9.18) bahwa, evaluasi strategi organisasi 

merupakan penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya 
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disebutkan pula, penilaian kinerja organisasional berdampak pada pemberian 

penghargaan, kritik yang sifatnya membangun, kenaikan pangkat, penugasan 

kembali, atau pemberhentian dan pemecatan kepada manajer pusat 

pertanggungjawaban.  

Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci dalam 

mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien karena adanya 

kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada 

dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika 

pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Melalui penilaian tersebut kondisi 

kinerja karyawan dapat diketahui. 

Menurut Bambang Wahyudi dalam Umam (2010:191), Penilaian kinerja 

adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang 

prestasi kerja (jabatan) seorang karyawan termasuk potensi pengembangannya. 

Henry Simamora berpendapat dalam Khaerul Umam (2010:191), penilaian kinerja 

diartikan sebagai proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi 

pelaksanaan kerja individu karyawan. 

Menurut Syafarudin Alwi dalam Umam (2010:192), secara teoritis tujuan 

penilaian kinerja dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluation dan 

development. Suatu yang bersifat evaluation harus menyelesaikan : 

a. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi; 

b. Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision; 

c. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi. 

Adapun yang bersifat development penilai harus menyelesaikan : 

a. Prestasi real yang dicapai individu; 
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b. Kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja; 

c. Prestasi-prestasi yang dikembangkan. 

Kontribusi hasil –hasil penilaian kinerja merupakan suatu yang sangat 

bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi. Menurut Umam (2010:191) 

secara terperinci manfaat penilaian kinerja bagi organisasi adalah : 

a. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi; 

b. Perbaikan kinerja; 

c. Kebutuhan latihan dan pengembangan; 

d. Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, 

pemecatan, pemberhentian, dan perencanaan tenaga kerja; 

e. Untuk kepentingan penelitian pegawai; 

f. Membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai. 

  
Menurut Handoko (2002) mengatakan bahwa penilaian kinerja dapat 

digunakan untuk : 

1. Perbaikan kinerja, umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan 

karyawan, manajer dan departemen personalia dapat memperbaiki 

kegiatan-kegiatan mereka untuk meningkatkan prestasi 

2. Penyesuaian-penyesuaian gaji, evaluasi kinerja membantu para pengambil 

keputusan dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk 

gaji lainnya. 

3. Keputusan-keputusan penempatan, promosi dan mutasi biasanya 

didasarkan atas kinerja masa lalu. Promosi sering merupakan bentuk 

penghargaan terhadap kinerja masa lalu. 
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4. Perencanaan kebutuhan latihan dan pengembangan, kinerja yang jelek 

mungkin menunjukkan perlunya latihan. Demikian juga sebaliknya, 

kinerja yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus 

dikembangkan. 

5. Perencanaan dan pengembangan karier, umpan balik prestasi mengarahkan 

keputusan-keputusan karier, yaitu tentang jalur karier tertentu yang harus 

diteliti. 

6. Penyimpangan-penyimpangan proses staffing, kinerja yang baik atau 

buruk adalah mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing 

departemen personalia. 

7. Melihat ketidak akuratan informasional, kinerja yang jelek  mungkin 

menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam informasi analisis jabatan, 

rencana sumber daya manusia atau komponen-komponen lain, seperti 

sistim informasi manajemen. Menggantungkan pada informasi yang tidak 

akurat dapat menyebabkan keputusan-keputusan personalia yang tidak 

tepat. 

8. Mendeteksi kesalahan-kesalahan desain pekerjaan, kinerja yang jelek 

mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. 

Penilaian prestasi membantu diagnosa kesalahan-kesalahan tersebut. 

9. Menjamin kesempatan yang adil, penilaian kinerja yang akurat akan 

menjamin keputusan-keputusan penempatan internal diambil tanpa 

deskriminasi. 
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10. Melihat tantangan-tantangan eksternal, kadang-kadang prestasi seseorang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lingkungan kerja, seperti keluarga, 

kesehatan dan masalah-masalah pribadi lainnya.  

 

Agus Dharma dalam bukunya Manajemen Supervisi (2003:355) 

mengatakan ”hampir semua cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut”: 

a) Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. 

Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau 

pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang dihasilkan. 

b) Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan (baik tidaknya). 

Pengukuran kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran ”tingkat 

kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk 

keluaran. 

c) Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang 

direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari 

pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu 

kegiatan. 

Adapun aspek-aspek standar kinerja menurut Mangkunegara dalam Umam 

(2010:192) terdiri dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Aspek kuantitatif 

meliputi: 

(1) Proses kerja dan kondisi pekerjaan 

(2) Waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan, 

(3) Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, dan 
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(4) Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja. 

 

Sedangkan aspek kualitatif meliputi: 

(1) Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan 

(2) Tingkat kemampuan dalam bekerja, 

(3) Kemampuan menganlisis data/informasi, kemampuan/kegagalan 

menggunakan mesin/peralatan, dan; 

(4) Kemampuan mengevaluasi (keluhan/keberatan konsumen). 

Jadi penilaian kinerja dalam pelayanan harus diukur sesuai dengan kriteria 

tertentu.  

 b. Faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja 

Menurut Robert L. Mathis dan Jhon H. Jackson dalam Umam (2010:189), 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu: 

a. Kemampuan; 

b. Motivasi; 

c. Dukungan yang diterima; 

d. Keberadaan  pekerjaan yang mereka lakukan; 

e. Hubungan mereka dengan organisasi; 

 

Menurut Gibson sebagaimana dikutip Umam (2010:189), ada tiga faktor 

yang berpengaruh terhadap kinerja, yaitu: 

a. Faktor Individu 

Yaitu kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman 

kerja, tingkat social, dan demografi seseorang; 
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b. Faktor Psikologi 

Yaitu persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja; 

c. Faktor Organisasi 

Yaitu struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan dan sistem 

penghargaan (reward system). 

 

Kemudian Umam (2010:189) menyimpulkan bahwa kinerja merupakan 

kualitas dan kuantitas suatu hasil kerja (output) individu maupun kelompok dalam 

suatu aktifitas tertentu yang diakibatkan oleh kemapuan alami atau 

kemampuanyag diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi. 

Faktor-faktor penentu pencapaian prestasi kerja atau kinerja individu dalam 

organisasi menurut Mangkunegara (2000) adalah sebagai berikut: 

1.  Faktor Individu 

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki 

integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya 

(jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis 

dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. 

Konsentrasi yang baik ini merupakanmodal utama individu manusia 

untu mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara 

optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari 

dalam mencapai tujuan organisasi. 

2.  Faktor Lingkungan Organisasi 

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu 

dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang 

dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, 
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target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan 

kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan 

fasilitas kerja yang relatif memadai.  

Dari pendapat-pendapat di atas dapat dijelaskan, bahwa faktor individu dan 

faktor lingkungan organisasi berpengaruh besar terhadap kinerja seseorang di 

dalam organisasi.  

Selain itu menurut Wilfridus B. Elu dan Agus Joko Purwanto (2010:2.4) 

menyebutkan ada beberapa faktor organisasional yang dapat menghambat 

pencapaian kinerja yang tinggi, yaitu : 

i. Ketiadaan waktu; 

ii. Ketidakcukupan anggaran, sarana dan prasarana; 

iii. Ketidakjelasan instruksi kerja; 

iv. Ketidakadilan ; 

v. Prosedur yang kaku; 

vi. Desain lingkungan kerja yang buruk.  

 

Hal-hal tersebut di atas dapat dikatakan juga sebagai kendala dalam 

pencapaian target suatu kinerja. Ketiadaan waktu akan menyebabkan lambannya 

penyelesaian suatu tugas, ketidakcukupan sarana prasarana akan menghambat 

efisiensi dan efektifitas kerja, ketidakjelasan instruksi kerja berdampak pada tidak 

fokusnya suatu pekerjaan sehingga tidak jelas kepada siapa pembebanan 

tanggungjawabnya. Prosedur yang kaku identik dengan birokrasi yang rumit, 

tidak ada inisiatif untuk mempermudah pelayanan. Sedangkan desain lingkungan 

kerja yang buruk berdampak pada ketidaknyamanan pelayan itu sendiri, hal ini 
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dikarenakan perencanaan yang kurang matang dan hanya memikirkan sebagian 

kecil aspek pendukung, atau karena kepemimpinan yang kurang baik.   

 

 c.  Peningkatan Kinerja  
 
Menurut Mangkunegara dalam Umam (2010:198) terdapat tujuh langkah 

yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja. 

b. Mengenal kekurangan dan tingkat keseriusan 

c. Mengidentifikasikan hal-hal yang mungkin menjadi penyebab kekurangan, 

baik yang berhubungan dengan sistem maupun yang berhubungan dengan 

pegawai itu sendiri. 

d. Mengembangkan rencana tindakan untuk menanggulangi penyebab 

kekurangan tersebut. 

e. Melakukan rencana tindakan tersebut. 

f. Melakukan evaluasi apakah masalah tersebut sudah teratasi atau belum. 

g. Mulai dari awal, apabila perlu. 

Maka bila langkah-langkah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka 

kinerja pegawai akan dapat ditingkatkan. Selanjutnya, ada hubungan yang positif 

antara motif berprestasi dengan pencapaian kerja menurut David C. Mc Cleland 

dalam Mangkunegara (2000). Menurut Umam (2010:190), Motif berprestasi 

adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan atau 

tugas dengan sebaik-baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja (kinerja) 

dengan predikat terpuji. 
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Mc Clelland dalam Umam (2010:191) mengemukan ada enam 

karakteristik dari seseorang yang memiliki motif yang tinggi, yaitu: 

a. Memiliki tanggung jawab yang tinggi; 

b. Berani mengambil resiko; 

c. Memiliki tujuan yang realistis; 

d. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi 

tujuan; 

e. Memanfaatkan umpan balik yang konkret dalam seluruh kegiatan kerja 

yang dilakukan; 

f. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah 

diprogramkan. 

Selain itu prestasi kerja atau disebut kinerja sangat erat kaitannya dengan 

motivasi. Motivasi berasal dari kata Motif, sering diartikan dengan istilah 

dorongan (Umam, 2010:159). Mangkunegara dalam Umam (2010:190) 

berpendapat bahwa “Ada hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan 

pencapaian kerja”. 

Motivasi menurut Robbins dalam Umam (2010:161) adalah proses yang 

menentukan intensitas, arah, dan ketentuan individu dalam usaha mencapai 

sasaran. Kemudian menurut Umam (2010:160) motivasi dipersepsikan sebagai 

akibat dari interaksi individu dengan situasi.  

Jadi motivasi atau dorongan yang nantinya terbentuk dari sikap (attitude) 

seseorang dalam menghadapi situasi kerja, akan menggerakkan seseorang ke arah 

pencapaian tujuan kerja dan perwujudannya berupa prestasi kerja atau kinerja. 
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Motivasi inilah yang menentukan seseorang akan bersemangat atau tidak dalam 

suatu pekerjaan. 

 

2.  Pengertian Aparatur  
 

Tayibnabsis dalam Kurniawan (2005) menyebutkan, siapa yang disebut 

dengan aparatur pemerintah adalah kumpulan manusia yang mengabdi pada 

kepentingan Negara dan pemerintahan dan berkedudukan sebagai pegawai negeri. 

Menurut Kurniawan (2005:92) dalam organisasi pemerintahan, sumber 

daya manusia sering disebut sebagai aparatur yaitu pegawai yang melaksanakan 

tugas-tugas kelembagaan. 

Jadi aparatur adalah manusia yang diberikan hak dan kewajiban yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. 

 

3.  Pengertian Pemerintah Kecamatan  
 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

mengenai Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang, pada pasal 14 disebutkan : 

 

1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana 

teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin 

oleh Camat. 

 

2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

bupati/walikota melalui sekretaris daerah.  

 

14/41387.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



 

Kemudian pada pasal 15 ayat (2) disebutkan pula : 

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh 

bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,  

yang meliputi aspek: 

a. perizinan; 

b. rekomendasi; 

c. koordinasi; 

d. pembinaan; 

e. pengawasan; 

f. fasilitasi; 

g. penetapan; 

h. penyelenggaraan; dan 

i. kewenangan lain yang dilimpahkan. 

 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 

disebutkan dalam pasal 1 point 5, bahwa Kecamatan atau sebutan lain adalah 

wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. 

 
 

4.  Pengertian Pelayanan Publik  

Pengertian umum Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, adalah segala 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik dalam pasal 1 point (1) disebutkan, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan keubtuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundng-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atau 

barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

Dalam tulisannya Sadu Wasistiono (2010), mengungkapkan perlu 

langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu : 

1. Membangun budaya melayani di kalangan birokrasi (lihat semangat yang 

terkandung di dalam UU Nomor 22/1999 maupun UU Nomor 32/2004) 

2. Membangun kesaadaran bahwa fungsi utama pemerintah daerah adalah 

memberikan pelayanan pada masyarakat, bukan lagi sebagai promotor 

pembangunan seperti pada era UU Nomor 5 Tahun 1974. 

3. Memperkuat unit-unit organisasi yang berhadapan langsung dengan 

masyarakat (dinas, kecamatan, kelurahan). 

4. Memperkuat dan meningkatkan kualitas orang-orang yang memberikan 

pelayanan langsung kepada masyarakat (front line officer) 

5. Mengembangkan unit-unit organisasi pelayanan agar dekat dengan 

konsumen (konsep “close to the customers”) 

6. Mengembangkan sistem pelayanan “one stop service” dan atau “one roof 

system” yang sesungguhnya. 

7. Mengadakan survey kepuasan pelanggan secara periodik. 

8. Mengadakan lomba diantara unit-unit pemberian pelayanan yang sejenis 

dengan penilai dari masyarakat yang dilayani. 
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9. Mengembangkan pendekatan “public choice” sehingga kebutuhan dan 

keinginan masyarakat yang beraneka ragam dapat terpenuhi dengan tetap 

mempertimbangkan aspek keadilan 

10. Mengembangkan sistem insentif yang menarik bagi unit-unit yang berhasil 

memuaskan pelanggan. 

 

Apabila sungguh-sungguh semua langkah-langkah tersebut akan mampu 

dilaksanakan pemerintah untuk memberikan tempat kepada Kecamatan untuk 

berperan lebih dalam meningkatkan pemeberian pelayanan publik. Berdasarkan 

prinsip “close to the customers”, sudah seharusnya pemerintah memberikan 

pelayanan yang mudah, murah, terjangkau, dan terutama dekat dengan pelanggan 

(masyarakat). Kunci utamanya adalah : 

1) Adanya kemauan politik dari Bupati/Walikota; 

2) Adanya dukungan politik dari DPRD; 

3) Adanya kesadaran masyarakat sebagai pemilik kedaulatan untuk menuntut 

pelayanan yang prima.  

4) Adanya kesungguhan dari aparat birokrasi untuk mengubah cara pandang 

dalam menjalankan tugas pokok dn fungsinya dari paradigma penguasa 

menjadi paradigma pelayan masyarakat. 

 

Hal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksudkan oleh pemerintah 

adalah pelayanan di tingkatkan agar mampu menuju pelayanan yang lebih 

berkualitas dan lebih dekat kepada masyarakat, karena tidak lagi selalu berurusan 

di instansi tingkat kabupaten dan hanya cukup di tingkat Kecamatan. 
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5.  Pengertian e-KTP  

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang 

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara 

Nasional, disebutkan : 

Pasal 1 angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

KTP berbasis NIK, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP 

yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan 

khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi 

Pelaksana. 

Kemudian pada pasal 10 A ayat (1) dan (2) disebutkan : 

(1). KTP Elektronik merupakan KTP yang dilengkapi dengan chip berisi rekaman 

elektronik. 

(2). KTP Elektronik sebagaiman dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional 

di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Selanjutnya pada Pasal 10 B disebutkan : 

(1). KTP Elektronik sebagaimana dimaksud dala pasal 10 A merupakan : 

a. Identitas resmi bukti domisili penduduk; 

b. Bukti diri enduduk untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan 

administrasi pemerintahan. 

c. Bukti diri Penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan pulik di 

Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Swasta 

yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada Perizinan, Usaha, 

Perdagangan, Jasa Perbankan, Asuransi, Perpajakan dan Pertanahan. 
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(2). Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta 

wajib memberikan pelayanan bagi penduduk dengan dasar KTP Elektronik 

dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik. 

Dalam situs resmi yang diluncurkan Kementerian Dalam Negeri RI,               

www.e-ktp.com disebutkan bahwa secara sederhana, e-KTP berasal dari kata 

electronic-KTP, atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau sering disingkat e-

KTP. Lebih rincinya, KTP elektronik adalah dokumen kependudukan yang 

memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun 

teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional.  

Jadi dapat dikatakan e-KTP adalah kartu identitas masyarakat Indonesia 

yang dilengkapi chip berisi rekaman elektronik data pribadi kependudukan. 

Penerapan KTP Elektronik (e-KTP) merupakan amanat dari Undang-Undang 

(UU) nomor 23 tahun 2006 dan serangkaian peraturan lainnya seperti peraturan 

UU nomor 35 tahun 2010 yang menyatakan aturan tata cara dan implementasi 

teknis dari e-KTP yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip.  

 

B. Kerangka Berpikir 

Kualitas pelayanan bukan hanya mengacu pada kualitas produk, tetapi juga 

ditekankan pada proses penyelenggaraan layanan itu sendiri hinga ke tangan 

masyarakat sebagai konsumen. Esensi pelayanan prima pada dasarnya mencakup 

kecepatan, ketepatan, akurat, dan berkualitas menjadi alat ukur kualitas pelayanan 

publik. Pemerintah melalui aparat dalam memberikan pelayanan publik kepada 

masyarakat harus memperhatikan aspek ini. 

Dimensi kualitas pelayanan publik dalam penelitian ini adalah kecepatan, 

ketepatan, akurat, dan berkualitas. Pelayanan Publik yang berkualitas yang 
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diterima oleh masyarakat selama ini dari aparat pemerintahan dilihat dari aspek 

tersebut. Pengukuran terhadap kualitas layanan, sepenuhnya berada pada 

masyarakat yang secara langsung berhadapan dengan aparat pemerintahan yang 

memberikan pelayanan. 

Sebagaimana yang disampaikan Surjadi (2009:46), pelayanan prima pada 

dasarnya mencakup empat prinsip, yaitu CETAK (Cepat, Tepat, Akurat, 

Berkualitas). 

 
Gambar 2.1.  

Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sumber : Bahan olahan 
 

 

Dalam segala kebijakan pemerintah untuk mewujudkannya diperlukan para 

pelaku kebijakan, yaitu pegawai yang menjadi ujung tombak pelaksananya. 

Pelaksanaan e-KTP ini karena dilakukan oleh tingkat daerah dan Kecamatan 

secara khususnya sebagai pelaku kebijakan ditingkatan terbawah. Motivasi kerja 

pegawai inilah nantinya yang akan mendongkrak efektifitas pelayanan untuk 

dapat berjalan cepat, tepat, akurat dan berkualitas. Tingginya tingkat capaian hasil 

kerja nantinya akan menjadi alat ukur tercapai atau tidaknya kinerja yang baik dan 

berkualitas. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi 

baik di tingkat daerah terlebih bagi pemerintah pusat, agar dapat menilai 

Kebijakan 
Pemerintah 

Efektifitas Pelayanan: 
- Cepat 
- Tepat 
- Akurat 
- Berkualitas

Motivasi Kerja 
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Kinerja 
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pelaksanaan kebijakan pemerintah yang diterapkan. 

Adapun makna dari efektifitas pelayanan sebagaimana di atas adalah : 

1. Pelayanan harus cepat 
 

Kecepatan menyangkut kualitas produk layanan dan kualitas perilaku, 

dalam arti masyarakat memperoleh apa yang diinginkan dengan cepat, dan tidak 

membutuhkan waktu yang relatif lama. Aparatur yang memiliki motivasi yang 

tinggi akan memberikan pelayanan publik dengan penuh kesiapan merealisasikan 

kebutuhan masyarakat, tidak ada alasan menunda atau memperlambat pemberian 

layanan, kapanpun masyarakat membutuhkan pelayanan publik pada saat itu pula 

aparat telah stand by untuk melayani. 

Pelayanan sebagai aktivitas yang berlangsung berurutan dapat diukur dari 

segi penggunaan waktu. Sehingga kecepatan dari suatu pelayanan yang rutin dapat 

diambil waktu rata-rata yang diperlukan menyelesaikan suatu rangkaian kegiatan 

(proses) dan menjadi standar.  

 
Adanya Standar waktu dapat diketahui cepat atau lambatnya pelayanan yang 

dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu, sehingga dapat ditentukan tingkat 

produktivitas kerja, prioritas pekerjaan, pengaturan beban kerja dan 

mengantisipasi keadaan serta perencanaan selanjutnya. Pada dasarnya proses 

pelayanan lebih cepat akan lebih baik. 

 
Pada dasarnya proses pelayanan secara administrative (surat-menyurat) 

harus cepat dan lebih cepat lebih baik. kalau tidak cepat akibatnya data berganda 

seperti surat tertumpuk, kemungkinan hilang atau terselip, penangan masalah 

menjadi terlambat. 

Karena itu melayani berarti aparat berperilaku secara cepat dalam 
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memberikan layanan, dan masyarakat tidak berlama-lama menunggu untuk 

memperoleh layanan. Namun demikian aparat harus menyesuaikannya dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kecepatan dalam hal ini tidak identik 

dengan pelanggaran terhadap mekanisme dan prosedur yang berlaku, serta bukan 

pula sebagai pembenaran terhadap praktek-praktek percaloan yang sering 

dikeluhkan. 

2. Pelayanan harus tepat 
 

Ketepatan     sebagai     dimensi     kualitas     pelayanan publik  berkaitan     

dengan kewajiban  dan  pemenuhan  janji,   tujuan  yang  ingin  dicapai, sasaran  

atau  obyek yang  menjadi  fokus  perhatian,  keinginan  atau  kepentingan  yang  

ingin  diperoleh, prosedur  yang dilalui,  maupun waktu yang dibutuhkan dalam 

pelayanan. Pemenuhan janji akan menjaga kepercayaan publik terhadap kerja 

aparatur yang memberikan pelayanan termasuk lembaganya. 

Menurut Surjadi (2009:46), “Ketepatan dalam berbagai aspek yaitu : aspek 

waktu, biaya prosedur, sasaran, kualitas maupun kuantitas serta kompetensi 

petugas”. Ketepatan dalam pelayanan berarti pelayanan publik yang diberikan 

oleh aparat kepada masyarakat harus persis, tidak kurang dan tidak lebih, sesuai 

dengan janji. Hal ini dapat dilihat melalui produk dan proses layanan. Dari sisi 

produk, maka layanan yang tersedia mesti sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Jika masyarakat membutuhkan e-KTP, maka aparat pemerintahan wajib 

menerbitkan e-KTP tersebut. Dilihat dari sisi proses maka layanan harus 

memenuhi standar pelayanan yang ada. Aspek ini terkait erat dengan jadual, 

tempat, prosedur, persyaratan, dan pembiayaan sesuatu layanan. 
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3. Pelayanan harus akurat 
 

Pada umumnya masyarakat menginginkan agar pelayanan publik yang 

disediakan oleh pemerintah informasinya harus akurat sehingga masyarakat 

memperoleh kepuasan. Menurut Surjadi (2009:46), Pelayanan harus akurat, 

produk tidak boleh salah, harus ada kepastian, kekuatan hukum, tidak meragukan 

keabsahannya.  

Penyediaan layanan yang mudah dan biaya yang diminta sesuai tarif dan 

tidak ada biaya tambahan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang harus 

mendapat prioritas utama. Penyediaan fasilitas dan informasi pelayanan dengan 

mudah dan akurat dapat diakseskan akan menimbulkan persepsi yang positif bagi 

pelanggan terhadap layanan yang disediakan.  

 
4. Pelayanan harus berkualitas 

 
Pemerintah harus melakukan consistency of statement dalam melakukan 

pelayanan tanpa memandang siapa, dimana dan bilamana sekalipun pelayanan 

tidak mendatangkan keuntungan atau manfaat. Kegagalan memberikan pelayanan 

secara adil kepada masyarakat dapat dianggap sebagai tindakan diskriminatif dan 

dalam jangka panjang berakibat pada meningkatnya kecemburuan sosial. 

Kualitas pelayanan publik dapat diartikan sebagai layanan yang diberikan 

oleh pemerintah berupa barang, jasa dan pelayanan publik, pemerintah 

berkewajiban untuk menyediakannya sesuai tuntutan keinginan, kebutuhan, 

harapan, situasi dan kondisi mayarakat yang dapat menciptakan kepuasan 

masyarakat yang dapat diukur melalui dimensi kecepatan, ketepatan, kemudahan, 

dan keadilan. Artinya, bila layanan yang diterima atau dirasakan masyarakat dari 

aparat sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas layanan yang diterima 
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dipersepsikan baik dan memuaskan, begitu pula sebaliknya bila dirasakan 

masyarakat dari aparat lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas layanan 

dipersepsikan buruk. Maka terlihatlah nantinya Kinerja Aparatur dalam Pelayanan 

Publik ini. 

 

C. Kajian Terdahulu 

Adapun beberapa hasil kajian dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan 

penelitian ini yakni sebagai pembanding dengan hasil penelitian yang dilakukan: 

 

Tabel 2.1 
Hasil Penelitian Terdahulu 

 
No Penelitian Hasil Penelitian 

 
1 

 
Defra Alchindi,  Endang 
Larasati dan Rihandoyo : judul  
“Analisis Kualitas Pelayanan e-
KTP di Kecamatan Pedurungan 
(2011)” 

 
Kinerja pelayanan e-KTP di Kecamatan 
Pedurungan belum cukup baik, karena 
belum ada ketepatan dalam pelayanan, 
minimnya fasilitas ruang tunggu, 
keluhan dari warga yang merasakan 
kurangya perhatian dari petugas dalam 
membuat e-KTP. 
 

 
2 

 
Ratna Wulan Kuswarini, Ari 
Subowo dan Tri Yuniningsih: 
judul “Kualitas Pelayanan 
Perekaman Data e-KTP di 
Kantor Kecamatan Purwonegoro 
Kabupaten Banjarnegara (2012)” 

 
Bahwa pelayanan perekaman e-KTP di 
Kantor Kecamatan tersebut memiliki 
nilai bobot dalam kategori Baik dalam 
penilaian masyarakat. Dimensi kualitas 
pelayanan yang telah memenuhi atau 
melebihi harapan masyarakat harus 
dipertahankan. Meskipun begitu namun 
tingkat pelayanan belum dapat 
dikatakan memuaskan berdasarkan skor 
SERVQUAL dalam penelitian ini, 
sehingga masih diperlukan beberapa 
reformasi yang mengarah pada 
memberikan kepuasan kepada 
masyarakat 
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3 

 
Masrin : judul “Studi Tentang 
Pelayanan Pembuatan KTP 
Elektronik (e-KTP) di Kantor 
Kecamatan Samarinda Ulu Kota 
Samarinda (2013)”  

 
Hasil penelitian tersebut menyimpulkan 
Pelayanan Pembuatan e-KTP dikatakan 
sudah Baik. Hal ini dilihat dari adanya 
aturan/dasar hukum yang jelas mengatur 
penerapan e-KTP di Kota Samarinda, 
khususnya di Kecamatan Samarinda 
Ulu. Prosedur pelayanan juga dapat 
dikatakan sudah baik dan mudah 
dipahami oleh masyarakat, tidak 
berbelit-belit. 

 

D. Definisi Operasional 

Agar konsep data dapat dilihat untuk diteliti secara empiris, maka konsep 

tersebut harus dioperasionalkan dengan cara mengubahnya menjadi fenomena. 

Penjelasan fenomena penelitian ini sebagai berikut : 

 
1. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu sesuai dengan peran atau 

tugasnya dalam periode tertentu, yang dihubungkan dengan ukuran nilai atau 

standar tertentu dari organisasi tempat individu tersebut bekerja.  

2. Motivasi adalah dorongan untuk membentuk sikap kerja seseorang atas 

interaksi individu dengan situasi. Dalam kata lain motivasi adalah pembentuk 

semangat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. 

3. Aparatur adalah manusia yang diberikan hak dan kewajiban yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah pelayan publik yang ada di 

kecamatan. 

4. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana 

teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh 

Camat. 

5. Pelayanan Publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai peraturan yang berlaku bagi setiap warga Negara yang 
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disediakan oleh penyelenggaranya. Pelayanan publik menjadi suatu kegiatan 

yang akan menjadi fokus dalam mengukur kinerja aparatur. 

6. Kartu Tanda Penduduk elektronik atau electronic-KTP (e-KTP) adalah Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari 

segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Dalam Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif 

dengan rancangan fenomenologi. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor 

dalam Lexy J. Moleong (2000:4) dikemukanan bahwa metode kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti kualitatif harus 

menyadari benar bahwa dirinya merupakan pencerna, pelaksana, pengumpul data, 

penganalisis data dan sekaligus menjadi pelopor dari hasil penelitian. Untuk itu 

peneliti bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di lapangan. 

Pendekatan fenomenologis bertujuan untuk memahami fenomena-

fenomena yang terjadi dalam subyek penelitian, dimana peneliti akan 

mendeskripsikan hasil penelitian yang berupa kata-kata yang diperoleh selama 

mengadakan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah informan. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten 

Kotawaringin Barat. Lokasi ini dipilih didasarkan pada pertimbangan keberadaan 
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Kecamatan ini di tengah wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan harapan 

bisa mewakili kondisi secara umum di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus dari penelitian ini adalah Kinerja Aparatur dalam Pelayanan         

e-KTP. Dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang 

sudah dilaksanakan sebagaimana program yang telah ditetapkan diperlukan 

indikator sebagai acuan untuk menilai apakah kinerja aparatur Kecamatan dalam 

pelayanan publik ini telah optimal atau tidak. Adapun indikator yang dievaluasi 

meliputi: 

1. Latar belakang pelaksanaan kebijakan 

2. Motivasi kerja pegawai 

3. Efektifitas pelayanan. 

 

D. Informan Penelitian 

Sebagai sumber informan bagi peneliti, maka setiap peneliti sangatlah 

perlu untuk mengidentifikasi informannya. Apabila terjadi kesalahan dalam 

penentuan sumber informan dapat berakibat pada kesalahan yang fatal dalam 

penelitian. 

Adapun yang dijadikan sumber informan adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaingin Barat 
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2. Camat Pangkalan Lada; 

3. Sekretaris Kecamatan;  

4. Kasi yang membidangi pelayanan e-KTP di Kecamatan; 

5. Staf yang melaksanakan pelayanan e-KTP di Kecamatan; 

6. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan e-KTP di Kecamatan Pangkalan 

Lada (sejumlah 4 orang). 

 

E. Instrumen Penelitian 

Peneliti dalam hal ini merupakan Instrumen dalam pengumpulan data. 

Adapun pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, interview, dan 

dokumentasi. 

1. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap fenomena dari 

objek yang diteliti, dalam hal ini kinerja aparatur dalam memberikan 

pelayanan. 

2. Interview 

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan informan tentang objek 

yang diteliti. Maksudnya agar informasi tentang objek penelitian secara 

langsung berupa ungkapan, kata,-kata dan tindakan informan mengenai fokus 

penelitian dan hasilnya akan dicatat. 

3. Dokumentasi 

Dokumen yang diperlukan adalah bahan tertulis dan rekaman gambar yang 

berkaitan dengan judul penelitian sebagai sumber data yang bermanfaat untuk 

menguji dan menafsirkan hasil penelitian. 
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Sesuai kebutuhan tersebut maka alat dukung peneliti yang diperlukan 

disini adalah alat bantu yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, yaitu : 

Handphone (HP), catatan, kamera & alat rekam suara. 

 

F. Prosedur Pengumpulan Data 

Adapun sumber data berupa data primer dan data sekunder : 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang 

dalam hal ini akan dimulai dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil, Camat, Kasi dan Staf yang membidangi pelayanan e-KTP. 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang 

dapat memperkuat atau mendukung data primer yang bersumber dari 

dokumen dan arsip dari Kecamatan Pangkalan Lada. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan secara intensif 

(observation), wawancara yang dilakukan secara mendalam (in depth interview) 

dan teknik dokumentasi serta telaah kepustakaan. Untuk melengkapi data primer 

yang diperoleh dengan cara-cara sebagaimana dimaksud diatas, dalam penelitian 

ini juga menggunakan data sekunder. 

Dalam melakukan observation, penulis berada di lokasi penelitian di 

Kecamatan Pangkalan Lada dan mengamati secara teliti dan seksama keadaan 

yang sesungguhnya di lapangan serta mengamati gejala-gejala yang ada dan 

timbul untuk dijadikan bahan penelitian.  

Dalam melakukan in depth interview, penulis melakukan interview 

langsung baik kepada aparat yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan di 

Kecamatan Pangkalan Lada, masyarakat pengguna jasa dan beberapa pihak lain 
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yang berhubungan dengan keberadaan Kecamatan ini yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. 

Teknik dokumentasi, pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan 

kinerja pelayanan e-KTP di Kecamatan Pangkalan Lada seperti laporan 

pelaksanaan pelayanan e-KTP dan laporan lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Telaah kepustakaan dilakukan dengan membandingkan data yang 

diperoleh dengan konsep dan teori yang berkaitan secara langsung. 

Metode tersebut di atas digunakan di lapangan untuk memperoleh data-

data yang dibutuhkan, yakni untuk memperoleh data primer, di samping dilakukan 

pengamatan secara langsung di lapangan, juga digunakan teknik interview 

terhadap responden yang telah ditentukan, dengan cara mengajukan pertanyaan 

yang berpedoman pada daftar pertanyaan (interview guide) yang telah disusun. 

Dalam melakukan interview, pertanyaan tidak hanya terpaku pada pedoman 

wawancara, tetapi dapat berkembang sesuai kenyataan yang ada di lapangan.  

Selanjutnya untuk membuktikan benar tidaknya jawaban atau pernyataan 

responden, perlu didukung dengan data-data sekunder yang didapat dari studi 

dokumentasi. 

 

G. Metode Analisis Data  

Teknik pengujian data yang dipergunakan dalam menentukan keabsahan 

data dalam penelitian ini adalah menggunakan Triangulasi. Menurut Moleong 

(2002:178), Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data tersebut sebagai bahan pembanding 
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atau pengecekan dari data itu sendiri. Teknik ini dibedakan menjadi empat 

macam, yaitu : 

1. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi dengan sumber yang lain. 

2. Triangulasi metode, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 

penelitian beberapa teknik penelitian atau pengecekan derajat kepercayaan 

beberap sumber data dengan metode yang sama.. 

3. Triangulasi penyidik, membandingkan hasil penelitian dari berbagai pengamat 

yang berbeda.  

4. Triangulasi teori, yakni membandingkan derajat kepercayaan dengan berbagai 

macam teori yang ada.  

 Dalam penelitian ini keabsahan data akan dicapai menggunakan 

Triangulasi sunber dengan cara : 

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen lain yang berkaitan.  

Selanjutnya analisis data ini akan dilakukan dengan metode deskriptif 

yaitu proses pelacakan dan pengaturan secara sistematik hasil pengamatan, 

trnskrip wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan lain. Menurut Schatzman dan 

Strauss (1973) yang dikutip Moleong (2002:197) bahwa proses análisis data dapat 

dilakukan melalui : 

1. Penelaahan data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data lewat 

ancangan pengamatan, kuesioner, wawancara, dokumentasi dan sebagainya. 
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2. Data tersebut kemudian direduksi sedemikian rupa sehingga tersusun secara 

sistematis, lebih nampak pokok-pokok yang penting yang menjadi fokus 

penelitian guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan tajam terhadap 

fenomena yang diteliti. 

3. Data yang telah direduksi itu disusun dalm satuan-satuannyang berfungsi 

untuk menentukan atau mendefinisikan kategori selanjutnya. 

4. Satuan-satuan yang telah dikategorikan tadi seterusnya diberi kode-kode 

tertentu untuk menentukan atau mendefinisikan kategori selanjutnya. 

5. Pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memperpanjang 

keterlibatan peneliti dengan latar penelitian, melakukan pengamatan yang 

lebih teliti, rinci, dan mendalam, melakukan triangulasi dengan sumber data, 

teori, metode dan penelitian, mendiskusikan hasil sementara dengan 

sejawat/pembimbing, menganalisis kasus negatif dan dengan cara 

memanfaatkan referenasi yang ada seperti misalnya hasil rekaman, foto, 

laporan kegiatan periodik dan sebagainya. 

6. Setelah kelima tahap itu selesai, dilakukan penafsiran data dengan 

menemukan atau membangun kategori-kategori ini mengenai hal-hal, orang-

orang, peristiwa, dengan segala karakteristik dan menghubungkannya satu 

sama lain dengan tujuan bukan semata-mata menyajikan deskripsi langsung 

atau deskripsi análisis saja tetapi juga sampai pada penyusunnan teori 

subtantif yang bermuatan dan bernuansa teori formal. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 
 
Berdasarkan hasil kajian dan analisis dalam pelaksanaan penelitian 

tentang Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Dalam Pelayanan Publik (Studi 

Evaluasi Pelayanan e-KTP di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten 

Kotawaringin Barat), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara umum kinerja aparatur dalam pelaksanaan pelayanan e-KTP di 

Kecamatan Pangkalan Lada dapat dikatakan Baik. Pelaksanaan telah 

mengikuti ketentuan dasar hukum serta petunjuk pelaksanaan program e-KTP 

dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini terlihat juga dari 

angka pencapaian target penyelesaian e-KTP sampai dengan akhir tahun 2012 

hampir terpenuhi seratus persen jika tidak terjadi kerusakan pada perangkat 

peralatan perekaman e-KTP di Kecamatan Pangkalan Lada. Selain itu 

berdasarkan penuturan masyarakat yang pernah menerima pelayanan 

pengurusan e-KTP di Kecamatan Pangkalan Lada menyatakan pelayanan 

yang diterima sudah baik. Tingkat kedisplinan aparatur Kecamatan ini juga 

dapat dikatakan sudah baik, meskipun ada beberapa yang belum hadir tepat 

pada waktunya karena domisili pegawai dengan kantor yang relatif sangat 

jauh. Para petugas telah mampu menguasai penggunaan perangkat peralatan 

perekaman e-KTP dengan baik serta kemampuan berkomunikasi yang baik 

dengan masyarakat. Kondisi yang dikatakan Baik tersebut belum dapat 

dikatakan memberikan kepuasan kepada masyarakat, karena masih terdapat 
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beberapa kelemahan dan kendala internal maupun eksternal. Kelemahan yang 

masih terlihat adalah  kurang diperhatikannya kerapian dan petugas melayani 

dengan kondisi sambil merokok, sehingga dari pengamatan peneliti hal 

tersebut sedikit mengganggu pelayanan. Kendala internal dalam pelaksanaan 

antara lain kondisi peralatan yang sempat mengalami kerusakan harus 

diperbaiki ke konsorsium penyedia peralatan e-KTP di Pusat yang berdampak 

sejak bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 pelayanan e-KTP 

tidak dapat dilaksanakan dan keterbatasan fasilitas ruang pelayanan. Kendala 

eksternalnya yaitu kondisi listrik yang sering padam sedangkan harga bahan 

bakar minyak yaitu bensin harganya cukup mahal di eceran, masyarakat yang 

tidak dapat hadir karena pekerjaan di luar daerah dan sedang menempuh 

pendidikan di luar kota, serta alat cetak e-KTP yang belum tersedia di tingkat 

daerah sehingga pencetakan mmasih di pusat dan memakan waktu yang lama. 

2. Adapun yang mempengaruhi kinerja aparatur Pemerintah Kecamatan 

Pangkalan Lada dalam pelayanan e-KTP ini terdapat tiga faktor utama yang 

mempengaruhi, yaitu: 

a. Faktor Individu 

Yaitu kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman 

kerja, tingkat sosial, dan demografi seseorang. Keterampilan para petugas 

e-KTP ini dapat dikatakan sudah baik, namun ada beberapa petugas yang 

karena berdomisili dengan jarak cukup jauh dari kantor Kecamatan 

menyebabkan kehadiran untuk tepat waktu sesuai jadwal belum 

terpenuhi dengan baik. Akan tetapi mereka pun siap memberikan 
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pelayanan hingga melampaui jam kerja seperti pada malam hari sebagai 

timbal balik dari usaha memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

 

b. Faktor Psikologi 

Yaitu persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja. 

Pada dasarnya yang terlihat dari pelaksanaan kinerja aparatur dalam 

memberikan pelayanan ini adalah kesadaran untuk memberikan 

pengabdian yang tulus dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

Sikap, pribadi, dan motivasi yang ditunjukan dinilai sebagai bentuk untuk 

mencapai kepuasan kerja dari petugas itu sendiri. 

 

c. Faktor Organisasi 

Yaitu struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan dan sistem 

penghargaan (reward system). Struktur organisasi yang terlihat adalah 

berupa penunjukan Tim Kelompok Kerja Penerapan e-KTP di Kabupaten 

Kotawaringin Barat yang petugasnya telah ditentukan berdasarkan usulan 

dari Kecamatan itu sendiri. Sedangkan pembiayaan kegiatan pelayanan e-

KTP ini dibebankan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Kotawaringin Barat.  

 
 

3. Dalam meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Pangkalan Lada dalam 

pelayanan e-KTP ini tentu dengan memperhatikan berbagai kelemahan serta 

kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaannya. Pembenahan 

kelemahan yang terjadi serta menyelesaikan kendala internal dan eksternal  
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adalah dengan memperhatikan tiga faktor yang mempengaruhi kinerja 

sebagaimana disebutkan di atas, yaitu faktor individu, faktor psikologi dan 

faktor organisasi. Ketiga faktor tersebut harus dibenahi secara bersama, 

karena satu dengan yang lain saling terkait terhadap pencapaian kinerja yang 

memuaskan kepada masyarakat. 

 

B. Saran  

Mengacu pada kesimpulan hasil penelitian di atas, berikut disampaikan 

beberapa saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan  Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Dalam Pelayanan Publik 

(Studi Evaluasi Pelayanan e-KTP di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten 

Kotawaringin Barat), antara lain : 

1. Perbaikan kinerja aparatur perlu dimulai dari mengetahui permasalahan yang 

terjadi untuk selanjutnya diidentifikasi berbagai sumber permasalahan, 

kemudian merumuskan rencana tindak dalam rangka perbaikan, dan 

melaksanakan rencana tindak agar permasalahan dapat teratasi. Tidak hanya 

sampai disini, tetapi perlu di evaluasi untuk mengetahui perbaikan telah 

berjalan dengan semestinya atau belum.  

2. Kepada para pegawai yang bertugas dan perannya sebagai pelayan publik 

untuk dapat bekerja secara baik, disiplin, dan profesional dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat tanpa memandang status sosial seseorang, serta 

mengunakan pendekatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat 

agar pelayanan publik di wilayah kecamatan khususnya pelayanan e-KTP 

bisa berjalan dengan baik dan di dukung oleh seluruh masyarakat. 
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3. Melakukan komunikasi secara terus menerus dengan Pemerintah Kabupaten 

yang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Kotawaringin Barat agar berbagai kendala yang terjadi dapat 

dikomunikasikan untuk mencari pemecahan masalahnya. 

4. Memberikan reward maupun punishment yang setimpal dengan kedisiplinan 

dan kinerja aparatur, sebagai bahan pembinaan pegawai untuk menjaga 

motivasi pelaksanaan tugas sesuai dengan Tupoksi yang di amanahkan. 

5. Guna perbaikan kualitas pelayanan publik ini perlu disediakan keluhan 

masyarakat sebagai referensi untuk dipertimbangkan memperbaiki pelayanan, 

seperti penyediaan Kotak Saran dan layanan melalui telepon, SMS dan 

lainnya. Selain itu tentunya aparatur Kecamatan harus cepat tanggap dalam 

memperbaiki atau membenahi pelayanan yang diberikan sesuai yang 

dikeluhkan masyarakat. 
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563/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik. 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kotawaringin 
Barat Tahun 2012. 

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Penggantian Biaa Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil 

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
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Lampiran 1 
 

INSTRUMEN PENELITIAN 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA : 

Dalam melakukan penelitian dengan judul Kinerja Aparatur  Pemerintah 

Kecamatan dalam Pelayanan Publik (Studi Evaluasi Pelayanan e-KTP di  

Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat) ini, penulis 

menggunakan tehnik wawancara mendalam (in depth interview). Pedoman 

wawancara ini sebagai upaya untuk menggali segala aspek informasi terhadap 

pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertanyaan yang diajukan akan 

berkembang sesuai dengan point-point yang telah disusun. 

 

1. Latar belakang pelaksanaan pelayanan: 

a. Dasar peraturan yang berlaku. 

b. Kebijakan yang dilaksanakan 

 

2. Motivasi kerja pegawai: 

a. Target pelaksanaan pekerjaan. 

b. Penghargaan terhadap pegawai atas pencapaian target. 

 

3. Efektifitas pelaksanaan tugas :  

a. Tingkat kedisiplinan pegawai. 

b. Kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. 
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Lampiran 2 
 

INSTRUMEN PENELITIAN 
 
 
 
 
PEDOMAN TELAAH DOKUMEN:  

 

1. Rujukan Peraturan Pusat dan juknis serta juklak pusat 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat  

3. Dokumen Anggaran dan Anggran Perubahan Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Tahun 2012. 

4. Dokumentasi terkait program e-KTP yang telah ditetapkan. 

 

 

PEDOMAN OBSERVASI : 

 

1. Sarana dan prasarana dalam penerapan e-KTP. 

2. Sikap aparatur terhadap pelayanan penerapan e-KTP.  

3. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-KTP Elektronik. 

4. Sarana pendukung lainnya yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat. 

5. Tingkat pelayanan yang diberikan, dan tingkat penerimaan masyarakat. 
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